
SALINAN 
 PERATURAN  WALIKOTA  SURABAYA 

 NOMOR 53 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR  58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, 

PENGOLAHAN, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT 
BERPENGHASILAN RENDAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka pemberian intervensi pelayanan 
kepada masyarakat berpenghasilan rendah, telah 
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor  58 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, 
Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah; 

b. bahwa guna efektivitas pelaksanaan pendataan masyarakat
berpenghasilan rendah dalam pemberian intervensi, maka
Peraturan Walikota Surabaya Nomor  58 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan
Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor  58 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan
Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor  16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah  Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 

 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6938); 

 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 199); 

 
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 337); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program 
Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 705); 

 

13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2016 tentang 
Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program 
Penanganan Fakir Miskin; 

 

14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang 
Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin; 

 
 

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 1); 

 

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 16); 

 

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 
sebagaimana telah diubah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2016); 

 

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 
 

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 

 

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 
tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Bagi 
Penduduk Kota Surabaya Yang Dibiayai Oleh Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Derah Kota Surabaya (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor Pembiayaan Program Jaminan 
Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya Yang Dibiayai 
Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 
Nomor 68); 
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21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor  58 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan 
Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR  58 TAHUN 
2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, 
PENGOLAHAN, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DATA 
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan ayat (1) Pasal 13 Peraturan Walikota Surabaya Nomor  
58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, 
Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59) 
diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 13 

 
(1) Data MBR yang tercantum dalam Keputusan Walikota atau 

Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (4), adalah Nomor Kartu Keluarga (KK) 
dan Nama Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang 
tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). 
 

(2) Individu yang telah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh 
intervensi dari Pemerintah Daerah. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 23 Oktober 2020 

  
WALIKOTA SURABAYA 

 
ttd 

 
             TRI RISMAHARINI 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 23 Oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 54 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 


